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ABSTRAK

Di Indonesia, terdapat sebuah lembaga independen yang secara khusus
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan, yaitu Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Sektor keuangan dibagi menjadi dua yaitu sektor keuangan
perbankan dan sektor keuangan non-bank. Salah satu contoh dari sektor keuangan
non-bank adalah usaha perasuransian. Perjanjian yang dituangkan oleh penanggung
terhadap tertanggung dalam usaha perasuransian dituangkan dalam Polis. Apabila
OJK melihat adanya kemungkinan yang dapat merugikan konsumen, dalam hal ini
dilihat melalui rasio solvabilitas, maka OJK memiliki hak untuk mencabut izin
usaha perasuransian tersebut. Dalam setiap menjalankan wewenangnya, OJK
sebagai lembaga pemerintahan dinaungi oleh Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Metode penelitian yang akan digunakan yaitu Normatif Kualitatif. Penulis akan
menggunakan sudut pandang perundang-undangan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan yang ada dengan ditunjang oleh wawancara dengan berbagai
narasumber yang ahli dibidangnya. Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang
Baik, OJK sudah memenuhi seluruh asas yang ada. Namun dalam pelaksanaannya
terdapat kelalaian dalam hal perpanjangan status pengawasan khusus. Juga hasil
keputusan untuk mencabut izin usaha Kresna Life menimbulkan dampak kerugian
yang besar bagi nasabah sebagai pihak tertanggung. Untuk itu sebaiknya nasabah
dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk mendesak Kresna memenuhi
prestasinya. Dalam menjalankan wewenangnya OJK sebaiknya juga
mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami oleh nasabah. OJK juga harus
dengan segera mengambil tindakan tegas sebagaimana peran lembaga pemerintah
terhadap usaha perasuransian yang tidak dapat memenuhi rasio solvabilitasnya,
untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh berbagai pihak.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pencabutan Izin Usaha Perseroan Terbatas, Asas
Umum Pemerintahan yang Baik



ABSTRACT

In Indonesia, there is an independent institution that specifically regulates
and supervises the financial sector, namely the Financial Services Authority (OJK).
The financial sector is divided into two, namely the banking financial sector and
the non-bank financial sector. One example of the non-bank financial sector is the
insurance business. The agreement stated by the insurer to the insured in the
insurance business is stated in the Policy. If the OJK sees a possibility that could
harm consumers, in this case seen through the solvency ratio, then the OJK has the
right to revoke the insurance business license. In carrying out its authority, OJK as
a government institution is protected by the General Principles of Good
Government. The research method that will be used is Normative Qualitative. The
author will use a legislative perspective to answer existing problems supported by
interviews with various sources who are experts in their fields. Based on the
General Principles of Good Governance, OJK has fulfilled all existing principles.
However, in its implementation there was negligence regarding the extension of
special supervision status. Also the result of the decision to revoke Kresna Life's
business license resulted in major losses for customers as insured parties. For this
reason, customers should be able to file a breach of contract lawsuit to urge Kresna
to fulfill its achievements. In exercising its authority, the OJK should also consider
the impact of losses experienced by customers. OJK must also immediately take
firm action as is the role of government institutions towards insurance businesses
that cannot meet their solvency ratios, to minimize losses experienced by various
parties.

Key Words : legal certainty, revocation of limited liability company business
license, general principles of good governance
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